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ABSTRAK 
 
Wahyuni Eka Putri (B11112132), dengan judul Tinjauan Hukum 
Terhadap Kekuatan Hukum Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak 
(Studi Putusan 2082 K/Pdt/2013). Di bawah bimbingan Prof. Dr. A 
Suryaman MP, SH. MH selaku pembimbing I dan Dr. M. Ilham Ari Saputra 
SH. M.Kn selaku pembimbing II 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk 
mengetahui bagaimana kedudukan hokum penggunaan eigendom 
verponding sebagai alas hak. Kedua, untuk mengetahui bagaimana 
pertimbangan hokum oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara 
dengan dasar kepemilikan eigendom verponding. 
 Penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu; metode pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), metode pendekatan kasus (case 
approach), dan metode pendekatan historis (historical approach). 
 Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian 
sebagai berikut, (1) Dalam peraturan perundang-undangan sendiri 
mengakui eigendom verponding sebagai sebuah surat tanda bukti hak, 
yang mana dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melakukan 
permohonan untuk memperoleh hak milik. Selain itu eigendom verponding 
juga dapat dijadikan sebagai bukti penguasaan atas tanah. Berdasarkan hal 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa eigendom verponding dapat 
dijadikan dasar untuk melakukan konversi hak atas tanah, dengan tetap 
memenuhi syarat-syarat lain untuk memeroleh hak atas tanah. (2) 
Pertimbangan hakim pada putusan MA Nomor 2082 K/Pdt/2013 yang 
menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudah tepat 
karena majelis hakim MA telah melaksanakan kewenangannya sesuai yang 
diatur oleh undang-undang yaitu sebagai judex facti, yang mana hakim MA 
dalam menangani perkara hanya memeriksa perihal penerapan hukum 
yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri apakah 
sudah sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraria, sehingga tanah 
merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
yang mempunyai fungsi yang penting bagi pembangunan perekonomian 
masyarakat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1954) 
menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.1 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia pada 
tanggal 24September 1960 mengundangkan dan mulai memberlakukan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok 
Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Dengan berlakunya UUPA, terjadi 
perubahan fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama di 
bidang pertanahan. Perubahan mendasar dan fundamental yang dimaksud 
karena telah terjadi perubahan baik mengenai stuktur perangkat hukum, 
konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian 
                                                          
1 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, prestasi pustaka, Jakarta, 2002. hlm 3 
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yang berpendapat UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia 
serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.2 
Dalam pembangunan nasional, peranan tanah bagi pemenuhan 
berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim atau 
untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula 
kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan. Pemberian jaminan hukum di bidang pertanahan, pertama-tama 
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. 
Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus kongkrit diperlukan juga 
terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para 
pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas 
tanah yang dikuasainya, khususnya tanah bekas milik adat. Tanah bekas 
milik adat adalah hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat 
setempat misalnya hak yasan, hak andrabeni, hak atas druwe desa, pesini, 
grantsultan, Verponding dan sebagainya yang sejak tanggal 24 September 
1960 dikonversi menjadihak milik namun belum terdaftar.3 
Dalam hal pembuktian hak atas tanah, sertifikat tanah berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti 
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 
data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis 
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 
yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan 
                                                          
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 1. 
3 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 116 
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sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam 
sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan 
perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.4 
Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa “untuk menjamin 
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah”. Lebih lanjut Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa 
“pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah” untuk 
pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berkaitan dengan 
pendaftaran tanah ini tentunya tidak dapat terlepas dari pembuatan akta 
otentik mengenai peralihan hak yang dilakukan seseorang kepada orang lain 
atas sebidang tanah yang akan dihadapi seiring dengan kenyataan bahwa 
akta otentik merupakan dasar bagi seseorang atau badan hukum untuk 
memiliki hak tanah yang dimaksud. Salah satunya adalah kasus mengenai 
permohonan hak atas tanah kepada Negara yang dilakukan oleh pihak yang 
menguasai tanah secara fisik.5 
Saat ini masih ada ditemukan dalam masyarakat tanah-tanah yang 
memiliki alas hak berupa Eigendom Verponding. Dalam hukum pertanahan 
Indonesia, Eigendom Verponding dapat diartikan sebagai hak tanah yang 
berasal dari hak-hak Barat. Tapi sebenarnya itu diterbitkan pada 
                                                          
4 Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PT Raja 
Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 163. 
5 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, CV Mandar Maju,Bandung, 2009, 
hlm. 88. 
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zaman Belanda untuk orang atau Warga Negara Indonesia. Jadi tidak 
mutlak juga pengertiannya jika disebutkan bahwa Eigendom Verponding 
adalah hak tanah Barat. Secara harfiah diartikan bahwa Eigendom adalah 
hak milik tetap atas tanah dan Verponding adalah surat tagihan pajak atas 
tanah atau tanah dan bangunan dimaksud. Saat ini verponding tersebut 
berupah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 
Bangunan (SPPT-PBB). Sedangkan eigendom diharuskan dikonversi 
menjadi jenis hak atas tanah seperti di atur dalam UUPA.6 
Konversi hak dari eigendom tidak selalu menjadi hak milik, karena 
pengkoversian harus memperhatikan persyaratan pemberian suatu hak 
yang diatur dalam UUPA. Sebenarnya konversi harus dilakukan 
setelah UUPA diundangkan, atau paling lama dua puluh tahun setelahnya, 
namun karena ketidaktahuan masyarakat atau keitdakmampuan mengurus 
konversi hak eigendom menjadi sertifikat sampai saat ini masih banyak 
tanah-tanah yang masih melekat hak berupa Eigendom Verponding. Sampai 
saat inipun pemerintah melalui Kantor Pertanahan masih melayani konversi 
dari Eigendom Verponding menjadi sertifikat asalkan syarat konversi seperti 
diatur dalam undang-undang terpenuhi. Syarat yang pasti adalah asli surat-
surat bukti Eigendom Verponding-nya harus diserahkan ke Kantor 
Pertanahan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak 
dan history kepemilikannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga 
                                                          
6 Asriman A. Tanjung, Eigendom Verponding adalah, http://asriman.com/eigendom-
verponding-adalah/ diakses tanggal 20 Mei 2016 
 
5 
 
saat ini pun memang banyak pula tanah-tanah Eigendom Verponding yang 
sudah dikuasai oleh pihak lain atau tanah dikuasai oleh bukan 
pemegang Eigendom Verponding.7 
Dalam pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terjadi kasus yang 
berawal dari adanya sengketa atas sebidang tanah beserta bangunan-
bangunan antara para ahli waris dari almarhum Harry D. Munnik sebagai 
pihak yang merasa berhak atas tanah sengketa tersebut dengan Tn Bachtiar 
Winarso sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik yang sah. Tn Bachtiar 
Winarso  sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap ahli waris dari 
almarhum Harry D. Munnik sebagai Tergugat I dan Universitas Negeri 
Makassar (UNM) serta Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) 
sebagai tergugat II dan III atas sengketa mengenai pihak yang berhak untuk 
mendapatkan hak milik untuk kemudian dimohonkan hak baru atas tanah 
bekas Eigendom Verponding tersebut dan menuntut kerugian Kepada 
tergugat I karena telah merobohkan sebagian bangunan. 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, hakim memutuskan 
bahwa Tn Bachtiar Winarso (penggugat) yang memenangkan kasus 
tersebut. Karena tidak terima dengan hasil putusan hakim, KOPERTIS, UNM 
dan para ahli waris dari dari almarhum Harry De Munnik mengajukan 
banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Ternyata hasil dari putusan 
banding tetap memenangkan Tn Bachtiar Winarso. Setelah keluarnya 
putusan banding, KOPERTIS dan para ahli waris almarhum masih tidak 
                                                          
7 Asriman A. Tanjung, Eigendom Verponding adalah, http://asriman.com/eigendom-
verponding-adalah/ diakses tanggal 20 Mei 2016 
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menyerah sehingga mereka mengajukan perkara kasasi ke Mahkamah 
Agung. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan kalau 
memang Tn Bachtiar Winarso adalah pemilik sah atas tanah bekas milik 
asing/cina, yaitu tanah berikut bangunan-bangunan di atasnya yang terletak 
di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar setempat 
dikenal dengan tanah dan bangunan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 dan 13 A 
Makassar, sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590 K/Pdt/2006.  
Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena penulis merasa kasus 
yang melibatkan Bachtiar Winarso selaku penggugat melawan Universitas 
Negeri Makassar (UNM), Koordinator Perguruan Tinggi Swasta 
(KOPERTIS), dan para ahli waris dari almarhum Harry De Munnik selaku 
para tergugat dalam sengketa tanah bekas eigendom verponding ini menarik 
karena penggugat dan tergugat menggunakan alas hak yang sama yaitu 
verponding, padahal dalam suatu alas hak tidak boleh terdapat dua subjek 
hak yang menguasai. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan uraian dalam latar belakang di atas, 
selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kedudukan hukum penggunaan eigendom verponding 
sebagai alas hak? 
2. Bagaiamanakah status hukum tanah bekas eigendom verponding yang 
tidak dikonversi berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria? 
7 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka, 
penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan eigendom verponding 
sebagai alas hak 
2. Untuk mengetahui status hukum tanah bekas eigendom verponding yang 
tidak dikonversi sesuai dengan UUPA 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dalam menunjang pengembangan ilmu hukum, 
terutama tentang akta otentik dalam sengketa tanah. 
2. Secara praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi 
penulis sendiri dengan bertambahnya wawasan mengenai akta otentik 
dalam sengketa tanah serta menjadi informasi bagi para pihak yang 
terkait.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Akta 
Istilah akta merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu acte, 
dalam bahasa Perancis disebut dengan acte, sementara dalam bahasa 
Inggris disebut dengan deed. Akta adalah surat atau tulisan.I.G  Ray Wijaa 
mengemukakan pengertian akta sebagai suatu pernyataan tertulis yang 
ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan 
maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.8 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia9 , yang diartikan dengan akta 
adalah “ surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, 
keputusan, dan sebagainya) resmi dibuat menurut peraturan yang berlaku, 
disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang 
berwenang.” Berdasarkan pengertian tersebut ada empat unsur yang 
tercantum di dalamnya, yaitu: 
a. Surat tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran 
suatu peristiwa atau perbuatan hukum; 
b. isinya pernyataan resmi menyatakan bahwa apa yang tertulis 
dalam akta itu merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau 
para pihak; 
c. dibuat menurut peraturan yang berlaku artinya bahwa akta yang 
dibuat dimuka pejabat atau dibuat oleh para pihak selalu 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 
 
                                                          
8 Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar 
Grafika, Jakarta, 2008, hlm 29 
9 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Press, hlm 32 
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d. disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat yang 
berwenang artinya bahwa akta yang dibuat itu, terutama akta di 
bawah tangan disaksikan dan dinyatakan benar atau asli oleh 
notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.10 
Pada dasarnya, akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta di 
bawah tangan dan akta autentik. Akta autentik lazim disebut dengan 
onderhands. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para 
pihak, tanpa perantara seorang pejabat. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga 
jenis, yaitu:11 
a. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani 
kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum); 
b. Akta di bawah tangan yang didaftar (waarmerken) oleh 
notaris/pejabat yang berwenang; 
c. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang 
berwenang. 
 
1. Akta Autentik 
Akta autentik adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas 
tertentu, dihadapan seorang notaris, walikota, panitera, atau pejabat yang 
memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. Dalam definisi ini, akta autentik dikonstruksikan dari 
segi bentuk akta dan pejabat yang membuatnya.Dalam pasal 1868 KUH 
Perdata telah ditentukan pengertian akta autentik. Akta autentik ialah “suatu 
akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di 
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu 
dibuat”.12 
                                                          
10 Salim HS, dkk, Op.cit. hlm 30 
11 Ibid, hlm 33 
12 Ibid, hlm 33 
10 
 
 Apabila dikaji definisi ini, maka ada tiga unsur akta autentik, yaitu : 
a. Dibuat dalam bentuk tertentu 
b. Di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan 
c. Tempat dibuatnya akta. 
Akta dalam bentuk tertentu merupakan akta autentik yang telah 
ditentukan bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Misalnya, akta jual beli tanah. Akta jual beli ini dibakukan oleh 
pemerintah. Pejabat yang berwenang membuat akta adalah notaris, PPAT, 
pejabat lelang, dan lain-lain. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat 
merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya), atas 
segala apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan. Akta pejabat tidak 
termasuk dalam pengertian kontrak karena akta ini merupakan pernyataan 
sepihak dari pejabat. Contohnya, seperti akta perkawinan, akta lelang, dan 
lain-lain.13 
Dengan demikian, maka suatu akta notaris, suatu proses-verbal yang 
dibuat oleh seorang jurusita dan suatu surat perkawinan adalah akta 
autentik. Menurut undang-undang akta autentik mempunyai suatu kekuatan 
pembuktian hukum yang sempurna (volledig bewijs), artinya apabila suatu 
pihak memajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan 
menganggap bahwa apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh 
                                                          
13 Ibid., hlm 34 
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telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan 
pembuktian lagi.14 
2. Akta di bawah Tangan 
Suatu akta di bawah tangan ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau 
dengan perantaraan seorang pejabat umum, misalnya surat perjanjian jual 
beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh 
kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang 
menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda-
tangannya yang berarti bahwa ia mengakui atau tidak menyangkal 
kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah 
tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama 
dengan suatu akta resmi atau akta autentik. Tapi jika tanda tangan itu 
disangkal, maka pihak yang memajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan 
untuk membuktikan kebenarannya penandatangan atau isinya bakta 
tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku 
terhadap suatu akta autentik, yaitu karena barangsiapa menyangkal tanda 
tangannya pada suatu akta resmi diwajibkan membuktikan bahwa tanda 
tangan itu palsu, dengan perkataan lain bahwa pejabat umum (notaris) yang 
membuat akta tersebut telah melakukan pemalsuan surat.15 
Oleh undang-undang ditetapkan bahwa “cap jempol” yang ditaruh di 
atas suatu akta di hadapan seorang notaris, seorang hakim, atau pegawai 
                                                          
14 Prof Subekti, Pokok-pokok dari Hukum Perdata, PT Intermasa. Jakarta 1975, hlm 148-
149 
15 Ibid. hlm 155 
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pamong praja, yang mengenal orang yang menghadap itu atau kepada siapa 
orang tersebut telah diperkenalkan, dipersamakan dengan suatu tanda 
tangan. Notaris atau pejabat lainnya itu harus menuliskan suatu keterangan 
yang bertanggal bahwa isi akta yang dibubuhi cap jempol itu telah dibacakan 
kepada orang yang membubuhkan cap jempol dan bahwa cap jempol ini 
dibubuhkan di hadapannya.Pembuktian dengan suatu akta memang suatu 
cara pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa 
pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara 
pembuktian nomor satu.16 
B. Tinjauan Umum tentang Eigendom Verponding 
Dahulu sebelum UUPA diberlakukan, hak milik (khususnya yang 
tunduk pada hukum barat) penyebutannya lebih sering menggunakan 
Bahasa Belanda yang berarti eigendom atau hak milik. Hal ini sesuai dengan 
dasar hukum pengaturannya yang bersumber dari hukum Belanda, yakni 
Burgelijk Wetboek (BW), tepatnya dalam buku II Bab 3. Definisi hak 
eigendom sendiri terdapat dalam Pasal 570 BW yang menentukan: 
Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih 
leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas 
sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang 
dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak 
mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum 
dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-
ketentuan perundang-undangan. 
                                                          
16 Ibid, hlm 150. 
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 Istilah verponding dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1958 
tentang Pajak Verponding Untuk Tahun 1957 dan Berikutnya digunakan 
untuk menyebut salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap benda-
benda tetap (tanah). Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 
2082 K/Pdt/2013 istilah eigendom verponding digunakan untuk menunjuk 
suatu hak milik terhadap suatu tanah.17 
Pada masa perdata barat, golongan pribumi menggunakan hukum 
adat sehingga pada saat itu terdapat dualisme hukum kepemilikan tanah, 
yakni Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Pemberlakuan konversi 
terhadap hak-hak barat dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu 
sampai 20 tahun sejak pemberlakuan UUPA. Artinya, mensyaratkan 
terhadap hak atas tanah eigendom, Erfpacht, Opstal, dan sebagainya 
dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 
September 1980.18 
Pada Tahun 1960 semua jenis hak atas tanah termasuk hak 
eigendom bukan dihapus, namun di ubah atau dikonversi menjadi jenis-jenis 
hak atas tanah tertentu, dengan suatu persyaratan tertentu yang harus 
dipenuhi. Misalnya, hak eigendom menjadi hak milik, hak erfpacht menjadi 
hak guna usaha, hak opstal menjadi hak guna bangunan.19  
Kaidah-kaidah pengaturan tanah hak barat bukanlah hanya hukum 
Belanda kuno dan hukum perdata (BW) saja, tetapi juga hukum administrasi. 
                                                          
17 AP. Parlindungan. Konversi Hak-Hak Atas Tanah. Mandar Maju. Bandung 1991, hlm 1 
18 Yamin Lubis et.al. Hukum Pendaftaran Tanah. Mandar Maju. Bandung 2008.  hlm 218 
19 Ibid. hlm 221 
14 
 
Hukum tanah barat yang berupa hukum tanah administratif adalah peraturan 
yang memberi wewenang kepada penguasa/Pemerintah kolonial Belanda 
untuk melaksanakan politik pertanahannya, yang diwujudkan dalam 
Agrarische Wet 1870 sebagai ketentuan dasar, dengan peraturan 
pelaksanannya yakni Agrarische Besluit (Staatsblad Nomor 118 tahun 1870) 
yang mana dalam pasal 1 diatur tentang domeinverklaring yang intinya 
menyatakan bahwa semua tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan hak 
eigendomnya adalah milik Negara. Domeinverklaring menyimpulkan bahwa 
tanah di sini bukanlah merupakan bagian dari hukum publik melainkan 
hukum perdata, dimana Negara boleh mempunyai hak milik atas tanah dan 
bahkan hak milik Negara ini justru diutamakan.20 
Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah, pelaksanaan konversi hak atas tanah disebut 
dengan istilah pembuktian hak lama. 21  Pasal 24 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengatur bahwa: 
Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari 
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai 
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi 
dan/atau, pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya 
oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik 
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan 
hak-hak pihak lain yang membebaninya. 
 
                                                          
20 Prof Aminuddin et.al, Hukum Agraria, AS Publish, Makassar, 2011, hlm 34 
21 Yamin Lubis et.al opcit. hlm 220 
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Yamin Lubis menyatakan bahwa tanah yang berstatus eigendom 
masih dapat dilakukan konversi menjadi hak milik.22 Proses konversi hak 
atas tanah yang berasal dari hak-hak barat (termasuk eigendom) dapat 
langsung dilakukan konversinya sepanjang pemohonnya masih tetap 
sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau 
belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta/surat ukurnya, maka 
pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stampel pada 
alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang 
dikonversi.23 
C. Sengketa Tanah 
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 
1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, 
dinyatakan sebagai berikut : 
Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai (a) 
keabsahan suatu hak, (b) pemberian hak atas tanah, (c) pendaftaran 
hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti 
haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di 
lingkungan BPN. 
 
Menurut Adrian Sutedi ada beberapa kondisi yang menggambarkan 
masalah pertanahan tersebut di antaranya : 
1. Semakin maraknya konflik dan sengketa tanah; 
2. Semakin terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah 
pada sekelompok kecil masyarakat; 
3. Lemahnya jaminan kepastian hukum atas pemilikan, penguasaan 
dan penggunaan tanah.24 
 
                                                          
22 ibid, hlm 225 
23 Ibid. 
24 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 
295. 
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Dilihat dari pihak-pihak yang bersengketa, sengketa tanah terjadi baik 
antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat, masyarakat dengan 
investor, antar instansi pemerintah, maupun di antara masyarakat itu sendiri. 
Dikaitkan dengan sektor pembangunan, sengketa tanah dapat terjadi 
berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 
infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, perkebunan skala besar, dan 
sektor lainnya. Dalam proses pengadaan tanah tersebut banyak dijumpai 
masalah yang terkait dengan pemberian ganti rugi yang tidak memadai, 
proses yang tidak transparan, dan bahkan pemaksaan terhadap pemilik 
tanah untuk menyerahkan tanahnya.25 
 Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga 
disebut sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu : 
 Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu 
pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan 
tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun 
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian 
secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang 
berlaku.26 
 
Kemudian dilihat dari sisi objeknya, sengketa tanah dapat 
berbentuk:27 
1. Sengketa yang menyangkut tanah perkebunan yaitu berbentuk 
pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah 
dilekati dengan HGU, baik yang masih berlaku maupun yang sudah  
berakhir; 
2. Sengketa tanah yang berkaitan dengan kawasan hutan khususnya 
pemberian hak pengusahaan hutan  (HPH) atas kawasan hutan 
                                                          
25 Ibid, hlm. 295-296. 
26 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, alumni, Bandung, 1991,    
    hlm 45 
27 Ibid. hlm 201 
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dimana terdapat tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat 
(tanah ulayat) serta yang berkaitan dengan kawasan pertambangan 
dan kawasan yang diklaim hutan tetapi senyatanya sudah merupakan 
non hutan; 
3. Sengketa yang berkaitan dengan tumpang tindih atau sengketa 
batas, tanah bekas hak milik adat (girik) dan tanah bekas hak 
eigendom; 
4. Sengketa yang berkaitan dengan tukar-menukar tanah bengkok desa/ 
tanah kas desa, sebagai akibat perubahan status tanah bengkok 
desa/ Tanah Kas Desa menjadi Pemda; 
5. Sengketa yang berkaitan dengan tanah bekas partikelir yang saat ini 
dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah; 
6. Sengketa yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan yang tidak 
dapat diterima dan dijalankan. 
 
Di wilayah perdesaan, sengketa/konflik terjadi terutama berkaitan 
dengan sengketa/konflik yang objeknya tanah-tanah pertanian. Petani yang 
karena faktor kemiskinan tidak mampu memiliki tanah untuk digarap, 
menggarap tanah-tanah kosong/tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Konflik 
terjadi manakala tanah-tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh pemiliknya, 
petani meminta ganti kerugian. Sengketa/konflik juga dapat terjadi karena 
ketiadaan bukti yuridis formal dalam pembuktian hak penguasaan tanahnya. 
Faktor kemiskinan menyebabkan petani tidak mendaftarkan hak atas 
tanahnya sehingga tanah diambil alih pemerintah dan untuk selanjutnya 
diberikan hak-hak baru kepada para pengusaha atau pemilik modal.28 
 Konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi 
konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa 
kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan yaitu 
pemilikan/penguasaan tanah yangtidak seimbang dan tidak merata, 
ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian, 
                                                          
28 Ibid. hlm. 175. 
18 
 
kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, dan 
kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak 
ulayat)29 
 Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak 
sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah 
adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi 
tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap 
status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat 
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan yang berlaku.30 
 Beradasarkan pemaparan di atas, maka yang dimaksud sengketa 
tanah dalam penulisan ini adalah konflik atau pertentangan antara dua orang 
atau lebih yang terjadi akibat tuntutan hak atas tanah, maupun 
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 
 
D. Tinjauan Umum tentang Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah 
1. Hak- Hak Atas Tanah 
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 
pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan/atau mengambil manfaat 
dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung 
                                                          
29 Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitease Proses    
   Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarat, 2000, hlm 85 
30 Rusmadi Murad, op.cit, hlm 22 
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pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan 
bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” 
mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk 
kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.31 
Dasar hukum pemberi hak atas tanah kepada perseorangan atau 
badan hukum dimuat dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu : 
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum. 
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 jo. Pasal 20-
53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu: 
a. Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih 
berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. 
Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk bangunan, Hak 
Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. 
b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
Yaitu hak tanah akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang. Hak atas tanah ini macamnya belum ada. 
c. hak atas tanah yang bersifat sementara  
                                                          
31 Prof Aminuddin et.al, Hukum Agraria, AS Publish, Makassar, 2011. hlm 102 
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yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat 
akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, 
mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA 32 
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas 
tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik warga Negara 
Indonesia maupun warga Negara asing, sekelompok orang secara bersama 
sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum 
publik.33 
 Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang di punyai oleh 
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua yaitu :  
a. Wewenang Umum  
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk 
juga tubuh bumi dan tanah air dan ruang yang ada di atasnya 
sekedar diperlukan untuk keoentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas batas 
menurut UUPA dan peraturan peraturan hukum lain yang lebih 
tinggi (Pasal 4 Ayat(2) UUPA).34 
b. Wewenang Khusus 
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai 
dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada 
tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian 
dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna 
Bangunan adalah menggunakan tanah yang bukan miliknya, 
wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan 
tanah hanya untuk kepentingan perusaahan di bidang pertanian, 
perikanan, peternakan, atau  perkebunan. 
 
Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria 
Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. yakni hak-hak atas 
                                                          
32 Ibid, hlm 107 
33 Ibid, hlm 106 
34 Urip Santoso, Hukum Agraria, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 90-91. 
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tanah yang bersifat primer dan hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. 
Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat 
dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang 
mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain 
atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang 
bersifat primer, yaitu Hak milik atas tanah (HM), Hak Guna Usaha (HGU), 
Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP).35 Sedangkan pengertian 
hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah yang 
berasal dari pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna 
Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas Hak Milik, 
Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak 
Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil 
(perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.36 
Hak-hak atas tanah sebagaimana dikemukakan di atas dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Hak Milik  
Hak milik  menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, 
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 
mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya Hak Milik atas 
tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila 
pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh 
warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat 
                                                          
35 Supriadi, Hukum Agrarian, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hlm 64 
36 Urip Santoso, op.cit, hlm 91 
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artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas 
tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah 
dipertahankan dari gangguan pihak lain,dan tidak mudah dihapus. Terpenuh 
artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling 
luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain,dapat menjadi induk 
bagi hakatas tanah yang lain, tidak berinduk pada hakatas tanah yang 
lain,dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas 
tanah yang lain.37 
Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat 
primer adalah Hak Milik. Sebab hak milik merupakan hak primer yang paling 
utama, terkuat dan terpenuh, dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya, 
seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak-hak 
lainnya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang 
menyatakan “Hak Milik adalah Hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat kententuan dalam 
Pasal 6. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”  38 
Peralihan Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, 
yaitu Hak Milik dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain. Dua bentuk 
peralihan Hak Milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:39 
1) Beralih, artinya berpindah Hak Milik atas tanah dari pemiliknya 
kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan 
meninggalnya pemilik tanah, maka Hak Miliknya secara hukum 
                                                          
37 Ibid, hlm 92 
38 Supriadi, op.cit, hlm 72 
39 Prof Aminuddin Salle et.al, op.cit, hlm 109 
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berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya 
memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. 
2) Dialihkan/perpindahan hak. Berpindahnya Hak Milik atas tanah 
karena dialihkan/pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang yang 
dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Berpindahnya Hak Milik atas 
tanah ini harus didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat untuk dicatat dalam buku sertifikat dari pemilik tanah 
yang lama kepada pemilik tanah yang baru. 
 
Subjek hak yang dapat mempunyai tanah Hak Milik menurut UUPA 
dan peraturan pelaksanaannya adalah: 
1) Perseorangan 
Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik 
(Pasal 21 ayat (1) UUPA) Ketentuan ini menentukan 
perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang 
dapat memiliki tanah Hak Milik 
2) Badan-badan hukum 
Pemerintah menentapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) 
UUPA). Badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah Hak 
Milik menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
1963 tentang Penunjukan yaitu bank-bank yang didirikan oleh 
Negara (bank Negara), koperasi pertanian, badan keagamaan 
dan badan sosial.40 
 
b. Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan merupakan salah satu hak-hak atas tanah yang 
bersifat primer, selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas 
tanah. Perkembangan Hak Guna Bangunan merupakan hak primer yang 
mempunyai peranan penting kedua, setelah Hak Guna Usaha. Hal ini 
                                                          
40 Urip Santoso. op.cit. hlm 95 
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disebabkan Hak Guna Bangunan merupakan pendukung sarana 
pembangunan perumahan yang sementara ini semakin berkembang dengan 
pesat.41 
 
Dalam Pasal 35 UUPA dinyatakan bahwa: 
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 
jangka waktu paling lama tiga puluh tahun atas permintaan pemegang 
hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-
bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 
 
 Pasal 37 UUPA menegaskan bahwa “Hak guna Bangunan terjadi 
pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain”. 
Adapun pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menegaskan 
bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah 
tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, atatu tanah Hak Milik. Bila hal ini 
tidak dilakukan,maka Hak Guna Bangunannya hapus karena hukum dan 
tanahnya menjadi tanah Negara.42 
 Terjadinya Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahnya dapat 
dijelaskan sebagai berikutnya : 
1) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara 
HGB ini terjadi sejak keputusan pemberian HGB tersebut didaftarkan 
oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten /Kota 
setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah.Sebagai tanda bukti haknya 
                                                          
41 Supriadi, op.cit  hlm 116 
42 Urip Santoso, op.cit hlm 109 
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diterbitkan sertifikat (Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor  
40 Tahun 1996). 
2) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak pengelolaan  
Hak guna Bagunan ini terjadi sejak keputusan pemberian HGB tersebut 
didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 
setempat untuk dicatat dalam buku Tanah. Sebagai tanda bukti haknya, 
diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan (Pasal 22 dan Pasal 23 
Peraturan Pemerintah Nomor  40 Tahun 1996). 
 
3) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik 
Hak Guna Bangunan  ini terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak 
Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat membuat Akta Tanah 
(PPAT). Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten / Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah 
(Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).Bentuk akta 
PPAT ini dimuat dalam lampiran permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 
Tahun 1997.43 
 Salah satu yang paling mendasar dalam pemberian Hak Guna 
Bangunan adalah menyangkut adanya kepastian hukum mengenai jangka 
waktu pemberiannya. Sehubungan dengan pemberian perpanjangan jangka 
waktu apabila Hak Guna Bangunan telah berakhir, maka Hak Guna 
Bangunan telah berakhir, maka Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, 
                                                          
43 Urip Santoso, op.cit, hlm 110 
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atas permintaan pemegang haknya dapat diperpanjang atau diperbarui, 
dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur Pasal 26 sebagai 
berikut :  
1) tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, 
sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut 
2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 
pemegang hak 
3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 
4) tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang bersangkutan.44 
c. Hak Guna Usaha 
 Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang baru, yang semula 
tidak dikenal dalam masyarakat kita, tidak ada persamaannya  dengan salah 
satu hak atas tanah dalam Hukum adat, begitu juga tidak sama dengan Hak 
erfpacht dan hak postal dalam kitab Undang-undang Hukum perdata. Hak 
Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 
oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun yang 
bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi dengan 25 tahun, guna 
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, luasnya paling sedikit 5 
hektar (Pasal 28 ayat 1,2 dan Pasal 29 UUPA). 45 
                                                          
44 Urip santoso, op.cit, hlm 112 
45 K. Wantjik Saleh, Hak anda atas tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hlm 38 
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 Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak Guna 
Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.Luas 
tanah Hak Guna Usaha adalah untuk perseorangan luas minimal 5 hektar 
dan luas maksimalnya 25 hektar. Adapun untuk badan hukum luas 
minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pertahanan Nasional (Pasal 28 ayat (2) UUPA jo. Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor  40 Tahun 1996).46 
d. Hak Pakai 
 
 Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan HP adalah 
hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 
yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan miliki 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah.47 
 Terjadinya Hak Pakai dengan pemberian dari Pemerintah, mungkin 
berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau berasal dari 
tanah yang tadinya adalah dari Hak Milik yang dilepas/dibebaskan. 
                                                          
46 Urip santoso, op.cit ,hlm 101 
47 Prof Aminuddin et.al, op.cit hlm 132 
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Terjadinya Hak Pakai dengan konversi, antara lain dari Hak Eigendom 
kepunyaan Pemerintah Negara Asing yang dipakai untuk bangunan tempat 
tinggal/kantor Kepala Perwakilan Negara Asing itu di Indonesia. Hak 
Erfpacht untuk  perusahaan kebun besar yang pada saat berlakunya UUPA 
sudah habis waktunya, Hak Gogolan, Pikulen atau Sanggan yang tidak 
bersifat tetap sebagai yang dimaksud dalam pasal VII ayat 2 Ketentuan-
ketentuan Konversi.48 
Berkaitan dengan jangka waktu Hak Pakai baik yang berasal dari 
tanah Negara dan tanah Hak Milik, maka khusus untuk Hak Pakai atas tanah 
Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbarui atas usul pemegang 
Hak Pengelolaan. Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai 
pembaruan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya 
jangka waktu Hak Pakai tersebut.49 
Yang dapat mempunyai hak pakai ini adalah: 
1) Warganegara Indonesia  
2) Orang asing yang berdomisili di Indonesia 
3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia  
4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilannya di Indonesia 50 
Sejalan dengan pemberian kepada orang atau badan hukum yang 
dapat menguasai tanah dengan Hak Pakai, maka apabila pemenang Hak 
                                                          
48 K. Wantjik Saleh, op.cit hlm 45 
49 Supriadi, op.cit, hlm 120 
50 Bachsan Mustafa, Hukum Agrarian dalam Perspektif , remaja karya, bandung, 1984. 
hlm 42 
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Pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) 
di atas, wajib dalam satu tahun pemegang hak melepaskan atau 
mengalihkan hak itu pada pihak lain yang memenuhi syarat Pasal 40 
(ayat(1)). Oleh karena itu, apabila satu tahun Hak Pakai itu tidak dilepaskan 
atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak 
pihak lain yang terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan (Pasal 48 
ayat (2)).51 
e. Hak Sewa Untuk Bangunan 
 Menurut Pasal 44 ayat 1 UUPA, seseorang atau suatu badan hukum 
mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan 
tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar 
kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai uang sewa. Hak Sewa Untuk 
Bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain 
dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu 
tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang Hak Sewa 
Untuk Bangunan.52 
 
 Objek Hak Sewa Untuk Bangunan adalah  hak milik dan objek yang 
disewakan oleh pemilik tanah kepada pihak lain (pemegang Hak Sewa 
Bangunan) adalah tanah bukan bangunan. Menurut Pasal 45 UUPA, yang 
yang dapat mempunyai Hak Sewa Untuk Bangunan yaitu: 
1. Warga Negara Indonesia (WNI) 
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 
3. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
 berkedudukan di Indonesia. 
4. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.53 
 
f. Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara 
 Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 
16 ayat (1) huruf  h UUPA. Macam-macam haknya disebutkan dalam Pasal 
                                                          
51 Supriadi, op.cit hlm 119 
52 Prof Aminuddin et.al, Op.cit, hlm 143 
53 Ibid, hlm 145 
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53 UUPA, yang meliputi Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil 
(Perjanjian Bagi Hasil), Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.54 
 Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA dan diberi sifat sementara, 
dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus dikarenakan 
mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA. 
Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan yang dapat 
dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan. Secara berurutan 
macam-macam hak atas tanah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:55 
1) Hak Gadai (Gadai Tanah) 
2) Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) 
3) Hak Menumpang 
4) Hak Sewa Tanah Pertanian 
 
g. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan ini adalah hak yang 
berasal dari Hukum Adat sehubungan dengan adanya Hak Ulayat, yang 
telah diuraikan pada waktu menerangkan tentang Hak Ulayat yang masih 
diakui dalam Hukum Tanah kita sekarang ini. Dengan pembukaan tanah 
saja, belumlah berarti yang membukanya lantas memperoleh hak atas tanah 
tersebut tetapi tanah tersebut haruslah benar-benar di usahakan baru 
kemudian dapat menjadi suatu hak.56 
                                                          
54 Urip Santoso, op.cit hlm 134 
55 Ibid, hlm 135 
56 K. Wantjik Saleh, op.cit, hlm 47 
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Untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan hanyalah hak 
Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu juga persyaratan tentang izin, 
terutama izin dari Kepala Adat atau Desa. Dalam hal tanah yang akan dibuka 
itu tidak luas, tidak lebih dari 2 hektar. Jika lebih dari 2 hektar sampai 5 hektar 
diperlukan izin dari Bupati atau Kepala Agraria Daerah, sedangkan apabila 
lebih dari 5 hektar harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri atau Direktur 
Jenderal Agraria. Selain diatur dalam UUPA dan beberapa Peraturan 
Menteri Dalam Negeri, diatur pula dalam Undang-undang tentang ketentuan 
Pokok Kehutanan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967) dan Peraturan 
Pemerintah tentang Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan 
( Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970).57 
2. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah 
 Dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum, kepada yang 
mendaftarkan tanahnya akan diberikan satu dokumen tanda bukti hak yang 
berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam ketentuan Hukum 
Tanah Nasional dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui 
secara hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjamin 
kepastian hukum dan dilindungi oleh hukum. Penerbitan sertipikat dan 
diberikan kepada yang berhak dimaksudkan agar pemegang hak dapat 
dengan mudah membuktikan haknya.58 
                                                          
57 Ibid, hlm 48 
58 Boedi Harsono, op. cit, hlm. 482  
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a) Sertifikat 
 Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 
rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk 
memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak 
yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.59 
 Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan 
surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. Pegertian sertifikat menurut 
Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 1997 ialah surat 
tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas 
satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 60 
 Sertifikat diterbitkan atas tanah-tanah yang sudah mempunyai surat 
ukurnya ataupun tanah-tanah yang telah diselenggarakan pengukuran dari 
desa ke desa, karenanya sertifikat merupakan pembuktian yang kuat baik 
subjek maupun objek hak atas tanah. Jenis sertifikat hak atas tanah yaitu:61 
                                                          
59 Urip Santoso, Op.Cit, hlm 315 
60 Ibid , hlm 316 
61Ali Achmad Chomzah. Hukum Pertanahan-I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan 
Seri Hukum Pertanahan II- Sertifikat dan Permasalahannya. Prestasi Pustaka. Jakarta. 
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a) Sertifikat Hak Milik  
b) Sertifikat Hak Guna Usaha  
c) Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara  
d) Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan  
e) Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara  
f) Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan  
g) Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan  
h)  Sertifikat Wakaf Tanah Hak Milik  
i) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun  
j) Sertifikat Hak milik Atas Satuan Nonrumah Susun  
k) Sertifikat Hak Tanggungan.62 
 
 Mengenai kedudukan dari sertifikat hak atas tanah telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah pada 
Pasal 32 yaitu :  
1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku, apabila data 
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.  
2) Dalam hal ada suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas 
tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan atas hak tersebut 
apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat telah 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak 
sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan 
ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan melakukan 
penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut. Selain itu terdapat 
juga pengaturan lain dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA yang 
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menyebutkan bahwa: “pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini 
meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat”.  
 
Selain itu terdapat juga pengaturan lain dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf 
c UUPA yang menyebutkan bahwa “pendaftaran tersebut dalam ayat (1) 
pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat”. Maksud dari alat pembuktian yang kuat 
yaitu sertifikat. Sebagai alat bukti yang kuat maka sertifikat mempunyai 
manfaat sebagai berikut :63 
1) Menjamin kepastian hukum karena dapat melindungi pemilik sertifikat 
terhadap gangguan pihak lain serta menghindarkan sengketa dengan 
pihak lain. 
2) Mempermudah usaha memperoleh kredit dengan tanah bersertifikat 
sebagai jaminan. 
3) Dengan adanya surat ukur dalam sertifikat maka luas tanah sudah 
pasti, sehingga untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
akan lebih adil. 
b) Alas Hak 
 Alas Hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam 
membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat 
atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan 
kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu 
objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai. Artinya dalam 
sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas 
dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai 
suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah 
                                                          
63 Maria S.W. Sumardjono. Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Andi Offset. 
Yogyakarta. 1982. hlm 26 
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tersebut. Alas hak atas tanah merupakan persoalan yang sangat penting 
bagi masyarakat, di mana alas hak merupakan dasar bagi seseorang untuk 
dapat memiliki hak atas tanah. Keberadaan surat di bawah tangan, sebagai 
salah satu pembuktian hak dalam penerbitan sertifikat pada kantor 
pertanahan, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak. 
Akibatnya, meskipun sertifikat merupakan alat bukti yang kuat bagi 
pemegangnya, namun hal tersebut belum bisa memberikan jaminan adanya 
kepastian hukum bagi mereka.64 
  
 Apabila Anda mempunyai tanah yang tidak bersertifikat maka untuk 
memeriksa tanah tersebut adalah benar dikuasai oleh pihak yang berwenang 
mengklaimnya haruslah diperiksa ada atau tidaknya dokumen-dokumen 
yang membuktikan penguasaan tersebut. Sejak diterbitkannya Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, keberadaan Hak-hak atas 
tanah yang berasal dari Hukum Barat dan Hukum Adat tidak lagi 
mendapatkan privilidge sebagai suatu bukti kepemilikan hak atas tanah di 
Indonesia sehingga kedudukan mereka hanya sebatas bukti penguasaan 
dan bukti pembayaran pajak saja.65 Jenis-jenis alas hak yaitu: 
1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrivings Ordonantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi 
catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi 
menjadi hak milik; 
2. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrivings Ordonantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA 
sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut 
                                                          
64 http://logvisnu.blogspot.co.id/2014/12/alas-hak-adalah-merupakan-alat-bukti.html 
diakses tanggal 24 juni 2016 
65 http://www.gultomlawconsultants.com/dokumen-dokumen-yang-dapat-menjadi-bukti-
penguasaan-atas-tanah/# 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang 
bersangkutan; 
3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Swapraja yang bersangkutan; 
4. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; 
5. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang 
berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang 
tidak disertai kewajiban un tuk mendaftarkan hak yang diberikan, 
tetapi telah  dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; 
6. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding 
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961; 
7. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi 
tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang 
dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan 
disertai alas hak yang dialihkan; 
8. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang 
tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang 
dialihkan; 
9. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak 
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
dengan disertai alas hak yang diwakafkan; 
10. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, 
yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang 
dialihkan; 
11. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah 
yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
12. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak 
yang dialihkan; 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis  Penelitian  
 Jenis Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat 
normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum, 
peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian 
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, 
oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustakaan. 
Pendekatan yang digunakan adalah66: 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan 
(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-
undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari 
konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan 
Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan 
Undang-Undang yang lain, dst. 
 
                                                          
66 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2009), hlm 94 
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2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-
kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh 
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang 
dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim 
untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan 
sebagai argumentasi dalam memecahkan isu  hukum yang 
dihadapi. 
3. Pendekatan Historis (Historical Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi 
aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan 
dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. 
Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang 
dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang 
dihadapi. 
4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan 
hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan 
peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun 
haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk 
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memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan 
hukum/putusan pengadilan tersebut. 
5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 
menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin 
yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 
membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum 
yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide 
dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep 
hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan 
undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan 
kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. 
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B. Jenis Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder.  
1. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sebagai hukum positif yang meliputi:l 
1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
2). Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan 
memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi: buku-buku, kamus 
hukum, kamus komputer, kamus bahasa Indonesia dan makalah yang 
berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah bekas eigendom 
verponding tanpa memiliki kekuatan kepemilikan hukum sempurna di 
Indonesia. Bukan hanya itu, berbagai doktrin yang berkaitan dengan 
sumber hukum pada umumnya dan yang secara khusus berkaitan 
dengan kepemilikan hak atas tanah bekas eigendom verponding. 
Jika dimungkinkan akan digunakan bahan-bahan non hukum yaitu bahan 
hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder. 
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C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 
atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 
laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-
sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Termasuk 
mengumpulkan putusan-putusan yang terkait dengan isu hukum yang akan 
dibahas. 
D. Analisis Bahan Hukum  
 Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 
2082 K/Pdt/2013 dan bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin yang ada 
dalam buku, jurnal dan internet yang mengulas tentang akta otentik, 
sengketa tanah, dan verponding yang akan digunakan dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah mengenai kedudukan hukum penggunaan 
eigendom verponding sebagai alas hak dan status hukum tanah bekas 
eigendom verponding yang tidak dikonversi berdasarkan UUPA terhadap 
Putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa tanah bekas 
verponding yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh 
preskripsi mengenai rumusan masalah yang ada di atas. Analisis bahan 
hukum yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkret terhadap penyelesaian sengketa yang 
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dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Hukum Penggunaan Eigendom Verponding sebagai 
Alas Hak 
Istilah eigendom dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, umumnya 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “hak milik”. Hak eigendom 
itu berlaku untuk macam-macam barang, yaitu barang bergerak maupun 
tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud. Mengenai hak 
eigendom atas barang tidak bergerak dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata dan hak milik atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, 
masing-masing sistem hukum membuat peraturannya sendiri. Hak 
eigendom atas tanah dapat dihapuskan dengan cara penghapusan hak 
(onteigening), sedangkan hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial, 
artinya tunduk kepada kepentingan masyarakat. 
Persamaan pada kedua hak (eigendom dan milik), yaitu:67 
1. Kedua hak itu dalam hukum masing-masing diakui sebagai suatu hak 
atas barang yang paling sempurna; 
2. Kedua hak itu dalam penerapannya dibatasi oleh undang-undang 
masing-masing; 
3. Kedua hak itu mempunyai ketentuan undang-undang yang mengatur 
hak masing-masing; 
4.  Kedua hak itu dapat dihapuskan. 
                                                          
67  Dea Vania, 2011, Tinjauan atas Kekuatan Hukum Akta Otentik dalam Sengketa 
Tanah Bekas Eigendom Verponding No. 5725. Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, hlm. 31-32. 
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Perbedaan pada hak eigendom dan hak milik, yaitu :68 
1. Hak eigendom tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
sedangkan hak milik atas tanah tunduk pada hukum adat. Pasal 5 
Undang-undang Pokok Agraria dengan jelas mengatakan Hukum 
Agraria yang berlaku di atas bumi, air, dan angkasa ialah hukum adat; 
2. Hak eigendom diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
secara luas untuk semua barang, baik yang berwujud maupun yang 
tidak berwujud. Hanya hak milik atas tanah dan hak benda lain atas 
barang tidak bergerak (Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha) 
mempunyai peraturan tertulis dalam Undang-undang Pokok Agraria; 
3. Hak milik atas barang berwujud atau tidak berwujud dan barang 
bergerak, mempunyai peraturan tersendiri menurut hukum adat, 
namun tidak tertulis; 
4.  Mempergunakan hak eigendom tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh yang 
berkuasa ataupun mengganggu hak orang lain, sedangkan 
pembatasan pada hak milik atas tanah tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan nasional dan negara, sosialisme Indonesia serta 
peraturan lain dalam Undang-undang Pokok Agraria, dan peraturan 
perundang-undangan lain, dan lagi harus mengindahkan unsur-unsur 
yang bersandar pada hukum agama. 
                                                          
68Ibid, hlm. 32. 
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Selain eigendom, istilah yang juga sering diidentikkan dengan hak milik 
adalah eigendom verponding, sehingga kalangan masyarakat menilai bahwa 
eigendom dan eigendom verponding memiliki makna yang sama. 
Sesungguhnya makna dari kedua istilah tersebut berbeda. 
Dahulu sebelum UUPA diberlakukan, hak milik (khususnya yang tunduk 
pada hukum barat) penyebutannya lebih sering menggunakan bahasa 
Belanda yaitu eigendom. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pengaturannya 
yang bersumber dari hukum Belanda yakni Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yaitu dalam Buku II Bab III. Pengertian eigendom  terdapat dalam 
Pasal 570 yang menentukan bahwa:69 
“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih 
leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas 
sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang 
dan asal tidak menganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak 
mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum 
dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-
ketentuan perundang-undangan”. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa eigendom 
merupakan hak milik atas suatu barang, baik itu barang bergerak maupun 
tidak bergerak, termasuk tanah. 
Adapun cara-cara memperoleh hak eigendom adalah sebagai berikut :70 
1. Pengambilan untuk dimiliki (toe-eigening) 
                                                          
69Lihat Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
70Ibid, hlm. 33. 
46 
 
Pengambilan untuk dimiliki adalah pengambilan suatu barang, yang tidak 
menjadi milik orang lain, untuk dimiliki (Pasal 585 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata). 
2. Pelekatan (natrekking) 
Pelekatan terjadi apabila suatu barang melekat pada barang lain (barang 
utama), sehingga kedua barang itu menjadi satu, karena barang yang 
melekat telah melebur menjadi satu dengan barang utama. Pemilik barang 
utama menjadi pemilik barang yang melekat itu.(Pasal 588 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata). Inilah koneskuensi dari asas bahwa pemilik hak 
eigendom juga menjadi pemilik segala sesuatu yang melekat dengan tanah 
organis maupun mekanis. 
3. Kadaluwarsa (verjaring) 
Kadaluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk dengan lewatnya waktu 
tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam 
undang-undang memperoleh hak eigendom atas sesuatu atau dibebaskan 
dari suatu perikatan (Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 
Kadaluwarsa untuk memperoleh eigendom suatu barang disebut 
kadaluwarsa akuisatif (acquisatieve verjaring), sedangkan kadaluwarsa 
untuk dibebaskan dari satu perikatan disebut kadaluwarsa ekstingtif 
(extinctieve verjaring). 
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Selanjutnya hak yang diberi undang-undang kepada pemilik hak eigendom, 
antara lain:71 
1. Hak untuk menuntut kembali hak eigendom (Pasal 574 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata). Hak ini disebut revindikasi dan merupakan 
hak pemilik. Jika tuntutan itu dibantah, pemilik harus membuktikan, 
bahwa ia telah memperoleh hak itu dari pemilik lama secara sah 
dengan salah satu jalan tersebut dalam Pasal 584 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (pengambilan untuk dimiliki, pelekatan, 
kadaluwarsa, pewarisan, dan peristiwa perdata); 
2. Hak untuk mempertahankan hak eigendomnya; aksi ini dilakukan jika 
pemilik diganggu demikian, sehingga ia tidak dapat melakukan 
haknya sebagai pemilik; 
3. Hak untuk meminta kepada pengadilan agar pemilik hak eigendom 
dinyatakan sebagai pemiliknya. Sewaktu-waktu terjadi bahwa 
seseorang kehilangan surat-suratnya atau tidak terdaftar sebagai 
pemilik. Dalam hal itu ia dapat pergi ke pengadilan dan meminta agar 
ia dinyatakan sebagai pemiliknya. 
Setelah diberlakukannya UUPA maka ketentuan yang mengatur tentang 
hak-hak atas tanah terdahulu yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sepanjang bumi, air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-
                                                          
71Ibid, hlm 35. 
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ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku, sehingga ketentuan 
tentang hak-hak atas tanah menurut hukum barat dan hukum adat juga tidak 
berlaku lagi. 
Oleh karena ketentuan tentang hak eigendom dinyatakan tidak berlaku 
lagi sejak diundangkannya UUPA, maka guna memberikan kepastian hukum 
dan kejelasan terhadap pemegang hak eigendom dibuatlah ketentuan 
konversi yang terdapat dalam bagian kedua UUPA tentang ketentuan-
ketentuan konversi. Untuk hak eigendom yang dikonversi menjadi hak milik 
diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA yang menentukan 
bahwa:72 
“Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-
undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang 
mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam 
Pasal 21”. 
Berdasarkan ketentuan inilah sehingga hak eigendom dikonversi menjadi 
hak milik. 
Adapun istilah eigendom verponding sesungguhnya jarang digunakan 
dalam literatur hukum agraria, yang ada hanyalah istilah eigendom. Istilah 
verponding sendiri adalah surat tagihan pajak atas harta tetap. Namun di 
kalangan masyarakat seringkali pengertian hak eigendom disamakan 
dengan eigendom verponding. 
                                                          
72 Lihat Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA. 
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Pengertian verponding dalam literatur hukum di Indonesia salah 
satunya dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, 
untuk pemungutan pajak verponding pada tahun-tahun 1953 dan berikutnya 
(Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1952), yang menentukan bahwa 
“dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta tetap, 
sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ordonansi verponding 1928”.73 
Peraturan tentang pajak verponding ini dapat ditemukan dalam 
beberapa peraturan yang pernah berlaku sebelumnya, seperti: 
1. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings 
Ordonnantie 1923, Staatsblad tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene 
Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera 
(Staatsblad tahun 1931 Nomor 168); 
2. Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, 
Staatsblad tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
1959(Lembaran Negaratahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1882). 
                                                          
73Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952untuk pemungutan pajak verponding pada tahun-
tahun 1953 dan berikutnya. 
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Selain dari ketentuan di atas, istilah verponding juga terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding untuk 
tahun-tahun 1957 dan berikutnya, yang digunakan untuk menyebut salah 
satu jenis pajak yang dikenakan terhadap benda-benda tetap (tanah). Istilah 
verponding ini kemudian diganti dengan Surat Pajak Bumi dan Bangunan 
yang sekarang dikenal dengan namaSurat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). 
Berdasarkan pemaparan penjelasan mengenai eigendom dan eigendom 
verponding di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya eigendom dan 
eigendom verponding adalah dua hal yang berbeda. Eigendom pada 
dasarnya adalah hak atas suatu barang, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, termasuk tanah serta dipersamakan dengan hak milik, sedangkan 
eigendom verponding adalah dokumen tertulis berupa surat pajak atas tanah 
atau bangunan. Walaupun seseorang memiliki surat pajak atas tanah atau 
bangunan, bukan berarti bahwa dialah pemilik tanah tersebut, karena surat 
pajak atas tanah atau bangunan bukanlah bukti kepemilikan tanah. 
Telah dijelaskan bahwa eigendom verponding bukanlah hak atas tanah, 
melainkan dokumen tertulis berupa surat pajak atas tanah atau bangunan, 
sehingga dapat dikatakan kepemilikan suatu hak atas tanah tidak bisa hanya 
berdasar pada kepemilikan eigendom verponding. Adapun perihal 
pengaturan eigendom verponding sebagai surat bukti terdapat dalam 
perundang-undangan di bidang agraria yaitu: 
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1. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang 
Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas 
tanah (selanjutnya disebut PMPA No.2/1962) Pasal 1 mengatur 
pelaksanaan konversi hak-hak yang disebut dalam pasal II dan VI 
ketentuan konversi UUPA, sebagai dikonversi menjadi salah satu hak 
yang sesuai melalui penegasan hak. Menyadari kenyataan bahwa hak-
hak Indonesia pada dasarnya tidak memilik surat tanda bukti hak, maka 
Pasal 2 menetapkan bagi tanah yang sudah diuraikan dalam sesuatu 
surat hak tanah menurut Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 9 Tahun 
1959, Ordonansi Stb 1873 No.38 dan peraturan khusus dibeberapa 
daerah tertentu, maka permohonan penegasan haknya disertai tanda 
bukti haknya dan bukti kewarganegaraan yang sah pada tanggal 24 
September 1960. Mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam 
sesuatu surat hak tanah, penegasan haknya berdasarkan bukti surat 
pajak hasil bumi/landrente,verponding Indonesia atau bukti surat 
pemberian hak oleh instansi yang berwenang(Pasal 3). Karena di 
dalam praktek menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai surat bukti 
hak, maka melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 
SK.26/DDA/1970, dirumuskan bahwa tanda bukti hak dimaksud adalah: 
a. Surat pajak hasil bumi/landrente atau verponding Indonesia yang 
dikeluarkan sebelum 24 September 1960 (kemudian berdasarkan PP 
No. 24/1997 diperluas dengan yang diterbitkan sebelum berlakunya 
PP No. 10/1961 didaerah yang bersangkutan); 
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b. Surat Jual Beli, hibah atau tukar menukar yang dibuat dihadapan dan 
disaksikan oleh kepala desa/adat yang bersangkutan sebelum 
diselenggarakan pendaftaran tanah berdasarkan PP No.10 / 1961 
(kemudian diperluas dengan surat transaksi yang terjadi sebelum 
berlakunya PP No. 24/1997). 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah 
(selanjutnya disebut PMDN No. 5/1973) di dalam Pasal 4 poin 2 huruf b 
disebutkan bahwa salah satu hal yang harus dimuat dalam permohonan 
untuk memeroleh hak milik yaitu mengenai status tanahnya yang mana 
harus menyebutkan sertifikat/akta balik nama/surat keterangan 
pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau 
tanda bukti yang lain (jika ada). 
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nsional 
Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PMNA/Ka. BPN Nomor 3 
Tahun 1997), dilakukan penyempurnaan/perluasan terhadap tanda bukti 
hak dengan kriteria sebagai berikut : 
a. surat pajak hasil bumi/landrente atau verponding Indonesia yang 
dikeluarkan sebelum PP No. 10/1961 dinyatakan berlaku didaerah 
yang bersangkutan; 
b. surat-surat asli jual beli, hibah atau tukar menukar yang dibuat dan 
disaksikan Kepala desa/Adat sebelum berlakunya PP No.24/1997; 
c. surat keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang; 
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d. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Swapraja. 
Adapun dokumen-dokumen yang dapat menjadi bukti penguasaan tanah 
adalah:74 
a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrivings Ordonantie (S. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, 
bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak 
milik; 
b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrivings Ordonantie (S. 1834-27) sejak berlakunya UUPA 
sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 di daerah yang 
bersangkutan; 
c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Swapraja yang bersangkutan; 
d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria Nomor 9 Tahun 1959; 
e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, 
baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai 
                                                          
74Gultom,    ,Dokumen-Dokumen yang dapat menjadi Alat Bukti Penguasaan atas 
Tanah, diakses dari www.gultomlawsconsultans.com/Dokumen-Dokumen-yang-dapat-
menjadi-Alat-Bukti-Penguasaan-atas-Tanah. Diakses pada 03 November 2016. 
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kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah 
dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; 
f. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, dan verponding 
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961; 
g. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi 
tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang 
dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai 
alas hak yang dialihkan; 
h. Akta pemindahan hakatas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai 
alas hak yang dialihkan; 
i. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak 
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
dengan disertai alas hak yang diwakafkan; 
j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, 
yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang 
dialihkan; 
k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah 
yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang 
dialihkan; 
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m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII ketentuan-
ketentuan konversi UUPA. 
Selain dapat menjadi bukti penguasaan atas tanah, dokumen-dokumen 
tersebut juga digunakan untuk mendaftarkan tanah menjadi hak-hak atas 
tanah.75 
Terkait dengan konversi hak atas tanah, setelah berlakunya UUPA, 
semua tanah, baik hak atas tanah yang berasal dari hukum adat atau hak 
atas tanah yang berasal dari hukum barat dikonversi menjadi hak-hak tanah 
menurut UUPA. Ketentuan konversi ini diantaranya diatur dalam Bagian 
Kedua Ketentuan tentang ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA, Keputusan 
Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
3 Tahun 1979. Hak atas tanah yang berasal dari hukum barat dikonversi 
menjadi hak-hak yang ada dalam UUPA (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Pakai) dan diberikan jangka waktu untuk dikonversi 
selama sisa waktu hak yang bersangkutan, namun paling lama 20 tahun 
sejak berlakunya UUPA, yaitu pada 24 September 1980. Jika jangka waktu 
tersebut telah selesai, maka demi hukum tanah tersebut menjadi tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara atau biasa disebut dengan tanah Negara. 
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa dalam peraturan perundang-
undangan sendiri mengakui eigendom verponding sebagai sebuah surat 
                                                          
75Ibid. 
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tanda bukti hak, yang mana dijadikan sebagai salah satu syarat untuk 
melakukan permohonan untuk memeroleh hak milik. Selain itu eigendom 
verponding juga dapat dijadikan sebagai bukti penguasaan atas tanah. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa eigendom 
verponding dapat dijadikan dasar untuk melakukan konversi hak atas tanah, 
dengan tetap memenuhi syarat-syarat lain untuk memeroleh hak atas tanah. 
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim yang Memeriksa dan Memutus 
Perkara Berdasarkan Putusan MA Nomor 2082/K/Pdt/2013 
1. Pengambilan Putusan oleh Hakim 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa 
yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses 
data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, 
saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam 
persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR.  Sehingga keputusan 
yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, 
kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. 
Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh 
hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, 
maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk 
mengambil putusan yang akan dijatuhkan.  Pemeriksaan dianggap telah 
selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari 
penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan 
oleh para pihak. 
57 
 
Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas 
fakta yang terungkap dipersidangan.  Untuk itu hakim harus menggali nilai-
nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat . Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim 
dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan 
pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, 
yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli76. 
Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu pertimbangan hakim dalam 
memeriksa putusan tersebut  harus ditinjau dari asas-asas hukum yang 
berlaku terhadap putusan yang harus diterapkan dalam memberikan 
putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 
HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), 
yaitu: 
 
a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 
Hakim dalam memeriksa dan memutus yang dijatuhkan oleh hakim harus 
bedasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.  Putusan yang tidak 
memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup 
pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadkan 
                                                          
76 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju, 
2005, Hlm. 146. 
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pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-
undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum77. 
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman yang 
menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan 
dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 
dasar untuk mengadili.  Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim 
karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak 
dikemukakan para pihak yang berperkara.  Untuk memenuhi kewajiban 
itulah Pasal 5 UU Kekuasan Kehakiman memerintahkan hakim untuk 
menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang 
tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat 
dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang 
mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai 
putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan  putusan 
yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 
ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
b. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
                                                          
77 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm.  798. 
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Berdasarkan Pasal  178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 
50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang 
dikemukakan dalam gugatan.  Larangan itu disebut ultra petitum partium.  
Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah 
melampaui batas wewenang atau ultar vires yakni bertindak melampaui 
wewenangnya.  Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus 
dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad 
baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).  
Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat 
dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan 
dengan itikad baik78. 
c. Diucapkan di muka Umum 
Persidangan dan putusan diucapkan dalam siding pengadilan yang 
terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang 
tidak terpisahkan dari asas fair trial.  Melalui asas fair trial, pemeriksaan 
persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai 
akhir.Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan 
sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara 
tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan 
dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam 
siding yang terbuka untuk umum. 
                                                          
78 Ibid, Hlm. 801-802 
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Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU 
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di 
muka umum berakibat putusan batal demi hukum. 
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MA Nomor 
2082/K/Pdt/2013 
Pada dasarnya, pertimbangan hukum oleh hakim merupakan ujung 
tombak untuk mencapai suatu putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan 
bagi setiap orang. Untuk itulah hakim dalam memberikan pertimbangan 
terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus sesuai dengan koridor yang 
telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. Apabila hakim dalam memberikan sebuah pertimbangan telah 
sesuai dengan peraturan yang ada maka niscaya akan lahir putusan-
putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua orang. 
Bertitik tolak pada sengketa kepemilikan tanah berdasarkan eigendom 
verponding yang mana kasus tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi, 
menjadi menarik apabila ditelisik bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menangani sengketa ini. 
Sebelum mengarah secara spesifik pada putusan MA nomor 
2082/K/Pdt/2013, ada baiknya jika analisis terkait sengketa ini berawal dari 
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putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Bermula dari adanya sengketa 
antara Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Koordinator Perguruan 
Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi yang menggugat Balai Harta 
Peninggalan (BHP) terkait tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak 
di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 13-13A Makassar yang saat itu dikuasai 
dan digunakan oleh UNM dan Kopertis. Mengetahui adanya sengketa terkait 
tanah tersebut seorang yang bernama Bachtiar Winarso mengajukan 
gugatan intervensi karena mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya 
berdasarkan eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB). Atas 
gugatan intervensi tersebut berdasarkan putusan Nomor 
83/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 13 Desember 2004 menyatakan bahwa 
Bachtiar Winarso sebagai pemilik sah atas tanah tersebut karena Bachtiar 
Winarso dapat membuktikan gugatan invervensi yang diajukan, yaitu dapat 
membuktikan penguasaan tanah berdasarkan eigendom verponding (saat 
ini adalah SPPT PBB) yang dimiliknya. 
Kasus tersebut terus bergulir hingga masuk pada tahap kasasi. Adapun 
dalam putusan kasasi yaitu putusan Nomor 590 K/Pdt/2006 menguatkan 
putusan sebelumnya bahwa Bachtiar Winarso sebagai pemilik sah dari tanah 
yang menjadi objek sengketa. Putusan kasasi merupakan putusan yang 
terakhir dari segala upaya hukum biasa dan sifat dari putusan kasasi 
tersebut adalah berkekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut sudah 
dapat dilaksanakan. 
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Meskipun telah ada putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, 
namun dalam pelaksanaannya ternyata Bachtiar Winarso tidak dapat 
menguasai tanah tersebut. Bachtiar Winarso dalam perkara ini telah 
menghubungi UNM dan Kopertis meminta agar tanah dan bangunan objek 
perkara diserahkan kepadanya, dan ternyata sampai saat ini belum juga 
terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Adapun proses pengosongan 
dan penyerahan tanah dan bangunan di atasnya belum dapat dilakukan oleh 
karena putusan MA Nomor 590 K/Pdt/2006 tersebut tidak memuat amar 
putusan yang mengandung penghukuman (condemnatoir) kepada pihak 
yang menguasai tanah dan bangunan tersebut. 
Ketika proses pengosongan dan penyerahan objek perkara masih dalam 
perundingan, tiba-tiba Magdalena D. Munnik dan Harry D. Munnik masuk 
paksa ke dalam tanah objek perkara dan mengklaim bahwa tanah tersebut 
adalah miliknya yang didapatkan dari warisan keluarga dan dibuktikan 
dengan eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB) yang dimilikinya. 
Sementara bukti pemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Bachtiar 
Winarso adalah putusan MA Nomor 590 K/Pdt/2006. Atas dasar itulah 
Bachtiar Winarso menggugat Magdalena D. Munnik dan Harry D. Munik 
serta UNM dan Kopertis terkait tanah tersebut ke Pengadilan Negeri 
Makassar sehingga sengketa mengenai kepemilikan tanah tersebut kembali 
bergulir di Pengadilan Negeri. Atas gugatan yang diajukan oleh Bachtiar 
Winarso Majelis Hakim dalam putusan Nomor 189/Pdt.G/2011/PN.Mks 
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kembali menyatakan Bachtiar Winarso adalah pemilik sah dari tanah dan 
bangunan objek sengketa. 
Tidak terima dengan putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi Makassar. Namun atas banding tersebut Pengadilan 
Tinggi Makassar justru menguatkan putusan sebelumnya yang dituangkan 
dalam putusan nomor 417/Pdt/2012/PT.Mks. Adapun salah satu poin 
pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar yaitu: “Menimbang bahwa 
Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan 
seksama berkas perkara tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu 
dipertimbangkan oleh karena putusan hakim tingkat pertama dalam 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan 
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi 
dasar dalam putusannya”. 
Kembali tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Makassar, para 
tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang justru kembali 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar 
dan dituangkan dalam putusan MA Nomor 2082 K/Pdt/2013. Adapun 
pertimbangan Majelis Hakim MA yaitu: 
Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat: 
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 Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh para tergugat tidak 
dapat dibenarkan karena judex facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan 
Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum; 
 Bahwa terbukti bahwa objek sengketa telah ditentukan status 
kepemilikannya dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan 
hukum tetap, sehingga dengan dikuasainya terus objek sengketa oleh 
tergugat, mengakibatkan penggugat dirugikan; 
 Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak 
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, 
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan 
tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya 
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi 
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, 
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui 
batas kewenangannya. 
Atas dasar itulah maka Bachtiar Winarso tetap dianggap sebagai pemilik 
sah dari tanah dan bangunan objek sengketa dari dua putusan Mahkamah 
Agung. 
Berdasarkan uraian sengketa di atas, terlihat bahwa sengketa 
kepemilikan tanah dan bangunan tersebut ternyata sebelumnya telah 
bergulir di Pengadilan Negeri pada Tahun 2004 sampai pada tingkat 
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Mahkamah Agung tahun 2006, yang melahirkan putusan MA Nomor 590 
K/Pdt/2006, kemudian sengketa dengan objek yang sama tersebut kembali 
bergulir di Pengadilan Negeri pada tahun 2011 dan juga sampai pada tingkat 
Mahkamah Agung yang melahirkan putusan MA Nomor 2082/K/Pdt/2013, 
sehingga sengketa kepemilikan tanah dan bangunan ini memiliki 2 (dua) 
putusan MA, yakni putusan MA Nomor 590 K/Pdt/2006 dan putusan MA 
Nomor 2082/K/Pdt/2013. Adapun yang menjadi objek penelitian penulis 
adalah putusan MA Nomor 2082/K/Pdt/2013. 
Terkait putusan MA Nomor 2082/K/Pdt/2013, untuk menentukan apakah 
pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tersebut telah sesuai 
dengan ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman maka harus ditinjau 
dari asas-asas hukum yang berlaku terhadap putusan yang harus diterapkan 
dalam menerbitkan putusan. Berdasarkan uraian sebelumnya, terhadap 
pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 2082/K/Pdt/2013 dapat 
dianalisis berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 
RBG dan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 
a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 
Telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa hakim dalam 
memeriksa dan memutus suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan 
yang jelas dan cukup. Dalam Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman telah 
ditegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan 
dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
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undangan yang bersangkutan, yurisprudensi atau sumber hukum tidak 
tertulis (berupa hukum kebiasaan, doktrin hukum) yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. 
Adapun pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 2082/K/Pdt/2013 
yaitu: 
  Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh para tergugat tidak 
dapat dibenarkan karena judex facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan 
Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum; 
 Bahwa terbukti bahwa objek sengketa telah ditentukan status 
kepemilikannya dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan 
hukum tetap, sehingga dengan dikuasainya terus objek sengketa oleh 
tergugat, mengakibatkan penggugat dirugikan; 
 Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak 
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, 
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan 
dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan 
hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian 
dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak 
berwenang atau melampaui batas kewenangannya. 
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Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut penulis menilai bahwa 
pertimbangan yuridis hakim terletak pada kewenangan hakim pada tingkat 
Mahkamah Agung dalam menangani suatu perkara. Atas pertimbangan 
tersebut penulis menilai bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum oleh 
majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor 2082 K/Pdt/2013 
telah jelas dan rinci karena dalam pertimbangannya, hakim telah 
menjelaskan batasan kewenangannya dalam mengadili suatu perkara. 
Kewenangan hakim pada tingkat Mahkamah Agung dalam menangani 
perkara hanya sebatas meneliti dan menilai apakah penerapan hukum yang 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, dalam hal ini 
disebut sebagai judex juris, sehingga penanganan perkara pada tingkat 
kasasi tidak lagi meneliti dan menilai fakta-fakta dalam persidangan. Adapun 
yang memiliki kewenangan untuk meneliti dan menilai fakta-fakta dalam 
persidangan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang biasa 
disebut sebagai judex facti.  
b. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan 
Pada dasarnya, hakim dalam memutus suatu perkara terutama hakim 
perdata tidak boleh memutus melebihi tuntutan yang diajukan oleh 
penggugat, jika melebihi maka hakim tersebut telah bertindak melampaui 
kewenangannya. Terkait sengketa tersebut, permohonan kasasi yang 
diajukan oleh pemohon kasasi adalah membatalkan putusan Pengadilan 
Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan 
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Bachtiar Winarso. Atas permohonan kasasi tersebut, majelis hakim 
memutuskan: 
1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1 dan 
Pemohon Kasasi 2; 
2) Menghukum Pemohon kasasi 1 dan Pemohon kasasi 2 untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- 
Berdasarkan uraian di atas penulis menilai bahwa hakim dalam 
memberikan putusan tidak melebihi tuntutan yang diajukan oleh pemohon 
kasasi. Adapun putusan hakim yang membebankan biaya perkara kepada 
pemohon kasasi adalah berupa konsekuensi yang harus dihadapi oleh 
pemohon kasasi yang kalah dalam persidangan. 
Selain menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 
2082 K/Pdt/2013, hal yang lebih menarik adalah menganalisis pertimbangan 
hakim dalam putusan-putusan sebelum adanya putusan MA Nomor 2082 
K/Pdt/2013. Jika mencermati sengketa di atas dapat dilihat bahwa pada 
tahun 2004 hakim pada tingkat pertama mengeluarkan putusan yang 
menyatakan bahwa Bachtiar Winarso sebagai pemilik sah atas tanah dan 
bangunan objek sengketa karena dapat membuktikan kepemilikan tanah 
berdasarkan eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB) yang 
dimilikinya. Di sini terlihat bahwa majelis hakim tingkat pertama 
menggunakan eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB) sebagai 
pertimbangan untuk memenangkan Bachtiar Winarso. Melihat pertimbangan 
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tersebut, penulis menilai bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut tidak 
salah karena berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang kedudukan 
eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB) adalah bahwa eigendom 
verponding (saat ini adalah SPPT PBB) dapat digunakan sebagai alat bukti 
penguasaan tanah, dan juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan 
konversi. Adapun putusan tersebut dikuatkan oleh putusan MA No. 590 
K/Pdt/2006 yang menyatakan Bachtiar Winarso sebagai pemilik sah atas 
objek sengketa.  
Namun, menurut penulis hal yang kurang diperhatikan oleh hakim 
dalam hal ini adalah hakim kurang menggali informasi terkait riwayat objek 
sengketa sehingga menimbulkan perkara lainnya, yaitu ada pihak lain yang 
juga mengklaim kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan eigendom 
verponding (saat ini adalah SPPT PBB), sehingga perkara kembali bergulir 
di Pengadilan Negeri. 
Adapun babak kedua dari sengketa tersebut adalah hakim harus 
menilai manakah yang lebih memiliki kekuatan hukum yang kuat apakah 
putusan MA No. 590 K/Pdt/2006 yang menyatakan Bachtiar Winarso 
sebagai pemilik sah atas objek sengketa atau eigendom verponding (saat ini 
adalah SPPT PBB) yang dimiliki oleh Magdalena D. Munnik dan Harry D. 
Munnik, sekalipun Bachtiar Winarso bisa memperoleh tanah tersebut juga 
berdasarkan eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB) pada 
perkara sebelumnya. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa yang 
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lebih kuat adalah putusan MA tersebut, karena telah memiliki kekuatan 
hukum tetap sehingga demi hukum harus dilaksanakan.  
Menurut penulis, terkait permasalahan ini bisa dilihat dari dua sisi, 
yaitu sisi keadilannya dan kepastian hukumnya. Jika melihat dari sisi 
keadilannya maka seharusnya hakim dalam perkara ini mengkaji kembali 
perihal eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB) yang dimiliki oleh 
masing-masing pihak agar dapat menentukan siapakah yang sebenarnya 
menguasai dan memiliki tanah tersebut. Adapun jika melihat dari sisi 
kepastian hukumnya maka hakim dalam perkara ini harus memilih putusan 
MA tersebut karena telah berkekuatan hukum tetap.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan hukum penggunaan eigendom verponding sebagai alas 
hak pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk dimohonkan hak 
atas tanah sepanjang tanah tersebut tidak digunakan atau 
dimanfaatkan negara untuk kepentingan umum; 
2. Pertimbangan hakim pada putusan MA Nomor 2082 K/Pdt/2013 yang 
menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 
sudah tepat karena majelis hakim MA telah melaksanakan 
kewenangannya sesuai yang diatur oleh undang-undang yaitu 
sebagai judex facti, yang mana hakim MA dalam menangani perkara 
hanya memeriksa perihal penerapan hukum yang dilakukan oleh 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri apakah sudah sesuai atau 
tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun perihal 
pertimbangan hakim pada putusan-putusan sebelumnya yang 
menyatakan Bachtiar Winarso sebagai pemilik sah atas tanah dan 
bangunan yang menjadi objek sengketa berdasarkan kepemilikan 
eigendom verponding (saat ini SPPT PBB) adalah tidak salah karena 
eigendom verponding (saat ini adalah SPPT PBB) dapat digunakan 
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sebagai alat bukti penguasaan tanah, dan juga dapat dijadikan dasar 
untuk melakukan konversi.  
 
B. Saran  
1. Bagi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara 
mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan dengan 
mencerminkan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 
bagi para pihak; 
2. Bagi pihak yang menjadi tergugat, jika suatu putusan hakim dinilai 
merugikan, maka sebaiknya tidak melakukan tindakan sepihak yang 
dapat mengakibatkan kerugian lebih, sebaiknya menggunakan jalur 
hukum berupa upaya hukum, yaitu banding, kasasi, peninjauan 
kembali atau derden verzet. 
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